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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
 غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
  ا fathah a a 
  ا kasrah i i 
  ا dammah U u 
 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
   ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
  ؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
  فْي  ك : kaifa 
  لْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
  ى…│   ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
  و Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي ق : qiila 
   تْو  م ي : yamuutu 
 4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
  ة  ضْو  ر لا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
  ة نْي  د  ملا ة ل  ضا فْلا : al- madinah al- fadilah 
  ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(   َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
   ق  حْلا : al- haqq 
   م ِّع ن : nu”ima 
   و د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
   ي ل  ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
    ي ب  ر  ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
   سمَّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
   ة ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سل فْل ا : al-falsafah 
   د  لَ بْل ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
  نْو  ر ْما ت : ta’muruuna 
  عْوَّنلا : al-nau’ 
  ءْي  ش : syai’un 
  تْر  م ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
 atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
  
ٰ للا نْي  د diinullah   
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
 Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
 
 
 
 ABSTRAK 
Nama : Andi Irmayanti Patta 
NIM : 10300113108 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Keterangan Kewarisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor : 114/Pid.B/2016/PN.SGM) 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap 
pemalsuan surat keterangan kewarisan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa nomor: 114/Pid.B/2016/PN.SGM ). Berdasarkan pokok masalah maka 
submasalah yang hendak dikaji adalah bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan 
surat? dan bagaimana penerapan hukum pada kasus pemalsuan surat keterangan 
kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor  
114/Pid.B/2016/PN.SGM? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field 
research) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Sumber data 
diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi 
kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, 
observasi dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. 
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Aturan mengenai kejahatan 
pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276 
yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap pemalsuan surat 
biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. Dalam Hukum Islam 
tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan dusta yang sanksinya berupa 
sanksi takzir berbentuk hukuman jilid. 2) Penerapan hukum dalam perkara pemalsuan 
surat keterangan kewarisan dengan nomor putusan 114/Pid.B/2016/PN.SGM yakni 
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sudah tepat 
mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur 
perbuatan yang dapat dipidana. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam hal pembuatan surat keterangan 
kewarisan hendaknya memperhatikan akibat hukum yang timbul jika surat tersebut 
mengandung ketidakbenaran. 2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat 
akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak  pidana seperti tindak 
pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di 
Indonesia telah merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi komsumtif dan 
cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Perkembangan masyarakat 
mempengaruhi perkembangan hukum. Hukum merupakan alat atau sarana untuk 
mengatur tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. 
Di Indonesia hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana dan hukum 
perdata. Hukum pidana termasuk bidang hukum publik artinya hukum pidana 
mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada 
kepentingan umum atau kepentingan publik dan memiliki sifat khusus yaitu dalam 
hal sanksinya,1 sedangkan hukum perdata sebagai pasangan dari hukum publik yaitu 
termasuk hukum privat yang artinya hukum perdata mengatur perbuatan atau 
hubungan antara manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan sendiri dan pihak-
pihak lain yang bersangkutan dengannya tanpa melibatkan kepentingan 
publik/umum/masyarakat yang lebih luas.2 Kepentingan masyarakat ataupun 
perseorangan yang melibatkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya seringkali 
menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban 
tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. 
Suatu akta otentik sangat dibutuhkan agar dokumen itu tidak dapat di 
palsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akta  otentik mengandung 
                                                             
1Teguh Prasetyo, Hukum Pidana  ( Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), h. 1-2. 
2Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata ( Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), h. 1. 
 beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum 
yang ditentunkan undang-undang. Yang dimaksudkan dengan pejabat umum adalah 
notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil yang berarti bahwa surat-
surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat tersebut, seperti akta notaris, surat 
berita acara sidang, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan suatu 
akta otentik.3 
Akta otentik merupaka suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang 
di tulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai 
benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti 
yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerluka suatu penambahan 
pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.4 
Di dalam pasal 165 HIR ( Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata dikemukakan 
bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna ) bagi kedua belah 
pihak dan ahli waris serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa 
yang dimuat dalam akta tersebut.5 Akta otentik memberikan kepada para pihak 
termasukahli warinya atau orang yang mendapat hak dari pihak itu tentang suatu 
bukti yang sempurna apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta dan  harus 
dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang  
siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka  ia harus 
membuktikan tentang kepalsuan akta itu. 
Para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan- 
keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat  atau dokumen yang tidak 
                                                             
3Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata ( Cet. 2; Bandung: Alumni, 
2004), h. 41. 
4Subekti, Hukum Pembuktian ( Cet. 18; Jakarta: Pradnya Paramita, 2010 ), h. 3.  
5Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 49.  
 benar sehingga setelah semuanya dituangkan kedalam akta lahirlah sebuah akta yang 
mengandung keterangan palsu. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaku 
tindak pidana  pemalsuan surat. Tindak pidana mengenai pemalsuan adalah berupa 
kejahatan  yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu 
atas sesuatu yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.6 
Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat ditemukan di lingkungan 
masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat keterangan kewarisan. Surat keterangan 
kewarisan adalah suatu  dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran 
bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris. 
Berdasarkan Surat Edaran Dapertemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria 
tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan 
Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, terdapat tiga pejabat umum atau instansi 
yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, yakni Notaris, 
Lurah beserta Camat dan Balai Harta Peninggalan.7 Berarti surat keterangan 
kewarisan merupakan suatu akta otentik, maka perbuatan menyuruh memasukkan 
sebuah keterngan yang tidak benar atau palsu kedalam akta otentik, yang mana surat 
keterangan kewarisan tersebut berisi keterngan yang tidak benar. Perbuatan tersebut 
apabila mmenimbulkan kerugian, dapat diancam dengan ancaman pidana dengan 
ancaman pidana  Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) : 
1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah 
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kkebenarannya harus dinyatakan 
oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
                                                             
6Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan ( Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2005 ), h. 3.  
7R.M. Hengki Wibawa Bambang Pranama,dkk. Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris 
sebagai Alat Bukti, jurnal 2014, h. 2. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id ( Diakses 27 Oktober 2016 ) 
 pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”8 
Pada dasarnya pemidanaan ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada para 
pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan kesan menakutkan pada masyarakat lain 
agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Namun, seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini maka bermunculan 
berbagai macam bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat, disebabkan oleh 
timbuulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu piha dan dilain 
pihak dengan tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, 
khususnya  untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut 
memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam 
ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma  hukum dan 
norma susila. 
Tindak  pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri 
atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang 
teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas 
beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya tindak pidana pemalsuan dapat 
merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
                                                             
8Kitab Undang- Undang Hukum Pidana & Kitab Hukum Acara Pidana ( Cet. IX; Bandung: 
Citra Umbara, 2013 ), h. 24.  
 Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena 
pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu tidak 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atau di dalam surat yang dipalsukan 
tersebut, baik mengenai tanda tangannya, identitasnya dan bahkan semua keterangan 
data yang ada di dalam surat tersebut. Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat 
yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta. Firman Allah swt.dalam QS 
al-Nahl/16:116.  
  ل ٰ ل  ح ا  ذ ٰ ھ  ب ذ كۡلٱ  م ك ت ن  سۡل أ  ف  ص ت ا  م ل ْاو لو ق ت  لْ  و   َّللٱ ى ل  ع ْاو  ر تۡف تِّل  ما  ر  ح ا ذ ٰ ھ  و
  نو  ح لۡف ي  لْ  ب ذ كۡلٱ  َّللٱ ى ل  ع  نو  ر تۡف ي  ني  ذَّلٱ َّن إ َۚ ب ذ  كۡلٱ ١١٦ 
Terjemahannya:  
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. 9 
Tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan sering terjadi di tengah-
tengah masyarakat seperti kasus yang terjadi di Sungguminasa yang dilakukan oleh 
Muh Arafah Bin H Barisallang, Bahriah Binti H Barisallang dan Bahridah Binti H 
Barisallang yang telah merugikan Bahtiar Bin H Barisallang sebagaimana yang ada 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
guna menyusun sebuah skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kewarisan (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa  Nomor 114/Pid.B/2016/PN.SGM).  
                                                             
9Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2014 ) h. 280. 
 B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitan  
Penelitian ini berfokus pada sanksi hukum pemalsuan surat keterangan 
kewarisan pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
114/Pid.B/2016/PN.SGM. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahan skripsi 
ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kewarisan 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
114/Pid.B/2016/PN.SGM )  
a. Tinjauan yuridis adalah melihat masalah dari segi hukum. 
b. Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung 
unsur keadaan ketidakbenaraan atau palsu atas sesuatu (objek), yang 
sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.10 
c. Surat keterangan kewarisan merupakan surat yang digunakan sebagai alat 
bukti bahwa siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari pewaris. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan 
surat keterangan kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
114/Pid.B/2016/PN.SGM ? 
                                                             
10Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, h. 3.  
 Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat diidentifikasiakan sub 
masalah yang hendak dikaji, yaitu: 
1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan surat ? 
2) Bagaimana penerapan hukum pada kasus tindak pidana pemalsuan surat 
keterangan kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 
No. 114/Pid.B/2016/PN.SGM ? 
D. Kajian Pustaka 
Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan masalah tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan. 
Literatur yang menjadi rujukan antara lain: 
1. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak 
Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap Kepercayaan 
Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita”, 2014. Buku ini 
membahas mengenai kejahata-kejahatan yang dimuat dalam Buku II 
KUHP yang terkait dengan sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan 
materai dan merek, dan pemalsuan surat serta membahas juga berita atau 
informasi palsu yang di ucapkan/verbal atau disiarkan yang tersebar diluar 
KUHP. Namun buku ini tidak spesifik membahas mengenai pemalsuan 
surat. 
2. Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap 
Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, 2013 merupakan 
sebuah jurnal yang membahas perumusan unsur-unsur perbuatan pidana 
terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan  akibat 
hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. 
 Namun jurnal ini tidak membahas mengenai pemalsuan surat keterangan 
kewarisan. 
3. Subekti, “Hukum Pembuktian”, 2010. Buku ini membahas  tentang aturan-
aturan yang harus diindahkan hakim dalam melaksanakan pemeriksaan, 
yang selanjutnya disebut sebagai  hukum pembuktian yang menyajikan 
tentang arti pembuktian sampai pada putusan hakim. Namun buku ini 
tidak membahas mengenai pemalsuan terhadap surat keterangan 
kewarisan. 
4. Munir Fuady, “Konsep Hukum Perdata”, 2014. Buku ini membahas uraian 
hukum perdata keseluruhan, khususnya hukum perdata yang berlaku di 
Indonesia, yang merupakan pendekatan kontemporer terhadap sistem 
hukum perdata yang berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia. Di dalamnya terdapat konsep  hukum waris yang 
dianggap oleh penulis sebagai buku yang dapat menjadi acuan dalam 
penulisan skripsi yang terkait masalah kewarisan tetapi buku ini tidak 
membahas mengenai pemalsuan. 
5. R.M Hengki Wibawa Bambang Pramana,dkk. “Analisis Yuridis Surat 
Keterangan Waris sebagai Alat Bukti”, 2014 merupakan sebuah jurnal 
yang menganalisis dan mengkaji kewenangan dan fungsi Notaris, Kepala 
Desa atau Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan 
surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti, sekaligus menganalisis dan 
mengkaji kekuatan pembuktian dari surat keterangan waris sebagai suatu 
produk hukum. Namun dalam jurnal ini tidak membahas mengenai 
pemalsuan terhadap surat keterangan kewarisan. 
  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang pemalsuan surat. 
b. Untuk mengetahui penerapan hukum  perkara pidana pemalsuan surat 
keterangan kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 
No. 114/Pid.B/PN.SGM 
2. Kegunaan  
a. Kegunaan teoritis 
Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan 
pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai tindak 
pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan. 
b. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun 
sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta kepada 
masyarakat pada umumnya dan juga dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi 
para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang 
berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan. 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Yuridis 
Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis 
adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu 
permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan 
hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan 
permasalahannya. Tujuannya yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan 
suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah 
pemalsuan surat keterangan kewarisan. 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana 
atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, kata tindak pidana berasal dari istilah yang dalam hukum 
pidana Belanda dikenal dengan nama strafbaar feit, atau ada yang menggunakan kata 
delic, yang dalam bahasa latin disebut delictum.11 
                                                             
11Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana ( Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2008 ), h.86 
 Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit terdiri dari tiga kata 
yaitu: Straf, baar dan Feit. Yang masing masing memiliki arti:12 
1) Straf artinya pidana dan hukum 
2) Baar artinya dapat atau boleh 
3) Feit artinya tindak, peristiwa, delik, pelanggaran dan perbuatan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;”13 
Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:14 
a. Menurut Pompe “Strafbaar Feit” secara teoritis dapat merumuskan 
sebagai  suatu: “suatu pelanggaran norma ( gangguan terhadap tertib 
hukum ) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan hukum. 
b. Van Hamel merumuskan “Strafbaar Feit” sebagai “ suatu serangan atau 
suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
c. Menurut Simons, “Strafbaar Feit” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
                                                             
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 ( Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 ) 
h. 69. 
13http://kbbi.web.id/delik diakses 27 januari 2017. 
14Erdianto effendi, Hukum Pidana Indonesia (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 97-
98. 
 d. Menurut E. Utrecht “Strafbaar Feit” dengan istilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen 
atau doen positif atau suatu natalen-negatif, maupun akibatnya ( keadaan 
yang akan ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
Sementara itu, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak 
untuk menerjemahkan Strafbaar Feit. Moeljatno mendefinisikan istilah perbuatan 
pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi ) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut.15 Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat 
disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi 
pula pertanggungjawaban pidana. Criminal act berarti kelakuan dan akibat, yang 
disebut juga actus reus.16 
Clark Marshall menyatakan;  
“a crime is any act or omission rohibited by law for the protection of the 
public, and punishable by state in a judicial proceeding in its own name.”17 
Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum 
untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur 
hukum yang berlaku.18 
Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam 
dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu. 
Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
                                                             
15Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, h. 71 
16Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h.88 
17Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h.89 
18Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ( Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011 ),h. 
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 ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan itu. 
Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana diistilahkan  jarimah. Menurut 
Abd. Qadir Audah, pengertian jarimah:19 
 حع 
ح
لَا حعحت ُللها حر حجحز ٌةَّيِْع حشَ ٌتا حرْوُْظ حمَْريِزْع
حت ْو
ح
أ ٍّ دحِبِ ا حْهن  
Artinya: 
 Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah swt 
dengan hukuman had atau ta’zir. 
Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau 
mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal 
dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya 
sudah dipastikan oleh nash Al-Qur’an dan sunnah. Adapun hukuman takzir adalah 
tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash,tetapi diserahkan kepada 
ijtihad hakim.20 Hukum takzir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya 
tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal 
ini dapat dikatakan bahwa hukuman takzir diterapkan tidak secara definitif, 
melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, 
kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi 
menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat. 
Pengertian jarimah tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut 
hukum Nasional (hukum pidana Indonesia). Pengertian  jarimah menurut syara’ pada 
                                                             
19Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h.7.  
20Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Cet. I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.17.  
 lahiriyahnya ternyata sedikit berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana 
menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah takzir. Menurut hukum 
islam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya 
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. 
Sedangkan menurut hukum positif dalam perngertian tersebut, hukuman itu harus 
tercantum dalam undang-undang. 
Jariamah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya 
hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan hadis. Ulama 
membaginya menjadi tiga macam.21 
1) Jarimah Hudud 
Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut istilah syara’, 
had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Jarimah 
hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan 
melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh 
nash, yaitu hukuman had ( hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman 
had yang dimaksud tidak mempuntai batas terendah dan tertinggi serta 
tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan ( korban atau walinya) atau 
masyarakat yang mewakili ( ulil amri).  
Hukuman jarimah diperuntukkan bagi setiap perbuatan kriminal yang 
hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan 
hukum bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku 
yang terbukti berbuat jarimah yang masuk kelompok hudud, hakim harus 
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syara’. Jadi, fungsi hakim 
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 terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad 
dalam memilih hukuman. 
Al-Qur’an dan sunnah telah menetapkan hukuman untuk kesalahan 
tertentu yang mengharuskan adanya hukuman, yaitu berzina, menuduh 
berzina, mencuri, mabuk, mengacau,murtad, dan memberontak. Pelaku 
salah satu dari delik-delik tersebut dikenakan hukuman sebagaimana yang 
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya ( pembuat hukum/ syara’) 
2) Jarimah Qisas 
Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan 
hukuman qisas atau diyat. Baik Qisas maupun diyat keduanya adalah 
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan 
hukuman had adalah bahwaa had merupakan hak Allah, sedangkan qisas 
dan diyat adalah hak manusia (individu). 
Qisas berbeda dengan diyat. Qisas merupakan bentuk hukuman bagi 
pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan 
sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku 
jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan),tetapi 
dilakukan tanpa sengaja. 
Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah qisas/diyat terdiri 
atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah qisas, 
yaitu pembunuhan sengaja, pelukaan, dan  penganiayaan sengaja. Adapun 
tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat yaiu pembunuhan tidak 
sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan penganiyaan tidak 
 sengaja. Disamping itu, diyat merupakanhukuman pengganti dari  
hukuman qisas yang dimaafkan 
3) Jarimah Ta’zir 
Ta’zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan. 
Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qisas/diyat 
yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara’. Tidak 
adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta’zir karena 
jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta 
kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan 
berkembang. Perbuatan itu dianggap sebagai jarimah karena bertentangan 
dengan kemaslahatan umum, tetapi tidaak dianggap sebagaai jarimah lagi 
karena kemaslahatan umum menghendaki demikian. Demikian pua 
dengan perbedaan tempat, di tempat tertentu perbuatan itu dianggap 
sebagai jarimah,di tempat lain dianjurkan. Pemberian kekuasaan dalam 
menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa 
leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi 
wilayahnya, serta kemaslahatn daerahnya. Oleh karena itu, jarimah ta’zir 
sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. 
Pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani jarimah ta’zir 
tidak berarti dia dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang 
teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, 
kesederajatan atau persamaan manusia, serta  kesamaan hak memperoleh 
pembelaan. 
 
 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu tindak pidana dibagi menjadi dua, 
yaitu: 
a) Unsur subyektif  
Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act 
does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi 
mens sit rea).22 Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) 
bentuk, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan  yang lebih ringan dari kesengajaan. Kesengajaan 
terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni: 
1) Tak berhati-hati 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
b) Unsur obyektif 
Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan ( berbuat atau 
lalai berbuat ) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat 
yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.23 Unsur ini merupakan unsur 
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 diluar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-
tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:24 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
b. omission, yakni perbuatan pasif atau perrbuatan negatif yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
4) Sifat dapat dihukum daan sifat melawan hukum 
Semua unsur tersebut merupakan satu kesaatuan. Salah satu unsur saja 
tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. 
3. Pengertian Pemalsuan 
Dalam hukum Nasional pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu 
bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang 
atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini yang membuat kejahatan pemalsuan 
diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. 
Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesungguhnya bertentangan 
dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap dua norma dasar:25 
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 1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau 
benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu,yang 
merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan 
hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang 
lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, tindakan pemalsuan 
terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut:26 
1. Sumpah Palsu 
Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan di bawah sumpah 
dapat diberikan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di 
muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia 
memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang 
pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. 
Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis 
keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan 
yang dahulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang 
pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemerikasaan dalam menyidik 
perkara pidana. 
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 Pemberi keterangan palsu supaya dapat dihukum maka harus mengetahui, 
bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan 
bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di bawah sumpah. Jika pembuat 
menyangka bahwa keterangan itu sesuai dengan kebenaran akan tetapi akhirnya 
keterangan ini tidak benar, atau jika ternyata pembuat keterangan sebenarnya tidak 
mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat di hukum. 
Sumpah yang diberikan oleh Undang-undang  atau oleh Undang-undang 
diadakan akibat hukum, contohnya adalah dalam hal seorang diperiksa di muka 
pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus 
diambil sumpah akan memberikan keterangan yang benar. Penyumpahan ini adalah 
syarat untuk dapat menggunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang 
yang memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dapat dihukum. 
Apabila seorang saksi dalam pemerikasaan  di muka pengadilan tidak 
memberitahukan hal yang ia ketahui, maka Simons-Pompe maupun Noyon-
Langemeyer berpendapat bahwa hal ini tidak merupakan sumpah palsu, kecuali: 
a. Menurut Simons-Pompe, apabila dengan memberikan sesuatu, maka hal 
yang lebih dahulu telah diberitahukan menjadi tidak benar. 
b. Menurut Noyon-Langemeyer, apabila seorang saksi itu mengatakan: “ 
saya tidak tahu apa-apa lagi tentang ini”. 
2. Pemalsuan Uang 
Pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan  hukum 
atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. 
Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. kejahatan 
inidiadakan berhubungan untuk melindungi kepetingan hukum masyarakat 
 tehadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Kejahatan pemaalsuan mata uang 
dan uangkertas diatur dalam Bab X buku II KUHP, terdiri dari Pasal 244 s/d 252 
KUHP,ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 dihaus melalui Stb.Tahun 1938 No. 
593. Di antara Pasal itu ada Pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 
244,245,246,247,249,250,dan 251. 
3. Pemalsuan Materai dan Cap (Merek) 
Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai 
maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-undang menjadi suatu 
surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, 
tidaak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam 
pemeriksaan perkara di muka pengadilan, surat-surat baru dapat diguanakan sebagai 
alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-undang. 
Pemalsuan materai merugikan pemerintah karana pembelian materai adalah 
semacam pajak ke kas negara. Menurut KUHP Pasal 253, diancam hukuman tujuh 
tahun bagi pelaku  yang meniru atau memalsukan materai atau memalsukan materai 
yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menyuruh menggunakan 
atau menyuruh orang lain menggunakan materai itu sebagai yang asli. Jika maksud 
tidak ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang 
asli dengan melawan hak, yang beraarti bahwa pemakaian cap asli itu tidak dengan 
izin pemerintah. 
4. Pemalsuan Surat 
Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau 
membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak 
benar. Tindak pidana memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah 
 dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang 
berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula, 
dengancara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-
kata yang tertera pada surat yang dipalsukan. Membuat surat palsu dapat berupa hal-
hal berikut:27 
1) Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau 
bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat ppalsu yang demikian 
disebut pemalsuan intelektual (intelectuele valschelijk) 
2) Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain si 
pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan 
pemalsuan materiil ( materele valschelijk). 
Selain dari isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda 
tangannya tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya: 
a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada 
orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif; 
b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan 
persetujuan ataupun tidak. 
Surat yang dipalsu itu harus surat yang:28 
1) Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: Ijazah, karcis tanda masuk, dan 
lain-lain. 
2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: surat perjanjian piutang, 
perjanjian jual beli, dan sewa. 
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 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang ( kuitansi dan semacamnya ). 
4) Suatu surat yang digunakan sebaagai suatu keterangan bagi suatu 
perbuatan atau peristiwa. Misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan 
pos, buku kas, dan lain-lain. 
Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu 
betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. 
Kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian materil, tetapi juga kerugian di 
lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. 
C. Surat Keterangan Kewarisan 
Mengenai keterangan kewarisan, maka terlebih dahulu harus diketahui tentang 
pewarisan. Di dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting yaitu pewaris, 
ahli waris, warisan, dan hukum waris, yang kesemuanya mempunyai kata dasar 
“waris” yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (Peninggalan) dan oramg 
yang meninggal. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta 
kekayaan. 
Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-
kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan 
berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris.29 
Menurut Kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.30  
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 Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yangg mengatur tentang 
berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah 
meninggal dunia ( pewaris ) kepada orang masih hidup yang ditinggalkan oleh 
pewaris yang disebut dengan ahli waris,berikut penentuan tentang siapa-siapa yang 
tergolong sebagai ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan penentuan tentang 
prosedur pewarisan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris.31  
Berdasarkan Pasal 835 dan 899 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata(KUHPerdata), asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat 
bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada 
saat terbukanya warisan. Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka 
Pasal 832 KUHPerdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-
undang yaitu terbatas pada para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si 
suami atau istri yang hidup terlama. 
KUHPerdata mengenal 4 (empat golongan ) ahli waris sebagai berikut:32 
1. Golongan I 
Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. 
Menurut Pasal 852 KUHPerdata, dalam pewarisan tidak membedakan 
antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu aau belakangan dan 
lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja. 
Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata, para ahli waris 
mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika dengan si meninggal 
mereka bertalian keluarga dalam derajat bersatu masing-masing 
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 mempunyai hak karena diri sendiri. Mengenal bagian warisannya, menurut 
Pasal 852 a (1) menegaskan bahwa bagian suami/istri yangg hidup terlama 
adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan 
kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan 
pertama, maka bagian suami/istri sam besar dengan bagian terkecil dari 
seorang anak/keterunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda tidak 
boleh lebih dari ¼ harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak 
meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang 
memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya uuntuk 
mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian golongan terdahulu menurut 
golongan yang berikutnya. 
2. Golongan II 
Orangtua ( ayah dan ibu ) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-
saudaranya. 
3. Golongan III 
Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. 
4. Golongan IV 
Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. 
Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli 
waris ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu instrumen 
yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukan bahwa 
seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan 
harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi 
peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta waris yang 
 tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku 
dari rekening pewaris kepada ahli waris. Untuk membuktikan seseorang memang 
benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses peralihan pada instansi-
intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan waris. Dibutuhkannya surat 
keterangan waris dalam suatu proses peralihan hak karena pewarisan merupakan 
suatu contoh dari teori yang telah dikemukakan oleh Hamaker, bahwa memang harta 
waris beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh 
kematian, namun masih diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan 
seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.33 
Keterangan kewarisan dapat diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan 
oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh 
segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah 
atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak 
atas sesuatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.  
Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris untuk golongan Bumiputera belum 
ada ketentuan  hukum yang mengaturnya di Indonesia. Oleh karena itu pada 
umumnya pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera 
tersebut banyak didasarkan kepada hukum adat dari para ahli warisnya itu sendiri 
termasuk pula hukum agama khususnya hukum Islam. 
Di dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan 
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 pedoman bagi pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris namun khusus yang 
berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau 
bersertipikat. Namun secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang kewenangan pejabat dan tata cara serta bentuk pembuatan dan 
format Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera belum ada sama 
sekali.  Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan 
pedoman pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam hal pelaksanaan pengalihan 
hak atas tanah yang menyebutkan bahwa, Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat 
berupa:34 
1. Wasiat dari pewaris  
2. Putusan pengadilan  
3. Penetapan hakim / ketua pengadilan  
4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli (pribumi), surat keterangan ahli 
waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 
saksi dan dikuatkan oleh kepala desa / kelurahan dan camat tempat tinggal 
pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi warga negara Indonesia keturunan 
Tionghoa akta keterangan hak mewaris dibuat oleh notaris dan  bagi warga 
negara Indonesia keturunan timur asing lainnya surat keterangan waris dari 
Balai Harta Peninggalan.  
                                                             
34Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang 
PendaftaranTanah.  
 Pedoman tentang pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan 
Bumiputera yang termuat di dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 
Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
tersebut didasarkan kepada penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 
163 IS (Indische Staatregeling), yang mengatur penduduk Hindia Belanda menjadi 3 
golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera dan Golongan Timur 
Asing. 
Dalam praktek sehari-hari di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI) 
Bumiputera banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya 
berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-
benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat 
keterangan ahli waris tersebut pada umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan 
dan/atau dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui /dikuatkan oleh camat, 
untuk keperluan-kepeluan tertentu. Surat keterangan tersebut dapat pula di 
warmerking oleh notaris setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat.   
Surat keterangan ahli waris juga memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk 
menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut 
kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau 
mengajukan permohonan kredit. Di samping itu surat keterangan ahli waris juga 
berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut 
kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan 
pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu 
peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta 
 peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara 
melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris 
dihadapan notaris.  
Di dalam surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan 
dikuatkan oleh Camat memuat tentang nama-nama para ahli waris dan nama pewaris 
(almarhum). Bagi WNI Bumiputera surat keterangan ahli waris dapat pula dibuat 
sendiri oleh para ahli waris itu sendiri dan disaksikan / ditandatangani oleh Kepala 
Desa / Lurah dan dikuatkan/ ditandatangani oleh Camat. 
Surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang 
atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan 
oleh kepala desa/lurah maupun camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang 
adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli 
warisnya.  
Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa 
yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka 
menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap 
harta peninggalan yang telah telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut 
juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan ahli waris (Surat 
Keterangan Ahli Waris) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan 
bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris 
dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang 
harta peninggalkan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh 
ahli waris.  
 Di dalam Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama dan para ahli 
waris dan nama pewaris (almarhum), bagi golongan bumi putra para ahli waris itu 
sendiri disaksikan oleh kepala desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi 
dari masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para 
ahli waris. Artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi 
warisannya dengan hukum Faraidh maka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-
masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi 
sesuai dengan hukum adatnya.35 Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang 
bersifat matrinial maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih 
diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat 
Patritineal maka porsi anak laki-laki akan lebih diutamakan. surat keterangan hak 
waris atau keterangan hak waris atau surat keterangan ahli waris baik yang dibuat 
sendiri melalui suatu pernyataan oleh para ahli waris maupun yang dibuat langsung 
melalui pernyataan kepala desa pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai 
bukti dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan 
hak waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam 
surat keterangan hak waris tersebut. Surat keterangan hak waris yang telah 
ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui oleh camat tersebut merupakan suatu 
bukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris adalah 
benar-benar merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, dimana 
sebelum diterbitkannya surat keterangan hak waris tersebut, kepala desa maupun 
camat yang ikut menandatangani surat keterangan hak waris tersebut telah memeriksa 
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Universitas Indonesia, Depok, 2014), h. 63 
  
 seluruh berkas-berkas dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para ahli waris 
untuk membuktikan bahwa nama-nama yang akan dimuat di dalam surat keterangan 
hak waris tersebut adalah benar nama-nama yang sah sebagai ahli waris dari pewaris. 
Pemeriksaan dilakukan terhadap kartu keluarga dari para ahli waris, kartu tanda 
penduduk, akta kelahiran (bila ada), surat kematian dari pewaris yang dikeluarkan 
oleh pihak yang berwenang yang keseluruhannya tersebut mendukung dan 
membenarkan bahwa para ahli waris adalah merupakan ahli waris yang sah dari 
pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.  
D. Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan 
Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara 
yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan 
hukum.36 Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu 
perkara. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan bermusyawarah untuk 
menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan 
seperti apa yang akan dijatuhkan. 
Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law seperti yang dianut 
dalam sistem hukum Amerika, Kanada, dan Inggris. Putusan (verdict) didefinisikan 
sebagai: 
“The formal unanimous decision or finding made by a jury, impaneled and 
sworn for the trial of a cause, and reported to the court ( and accepted by it ), 
upon the matters or question duly submitted to them upon the trial”37 
“...a declaration of the truth of matter in issue, submitted to a jury for trial”38 
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 Perbedaan mendasar antara putusan tradisi common law tersebut adalah pihak 
yang mengambil putusan. Jika dalam tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang 
mengambil kesimpulan kemudian dituangkan dalam putusan, maka tradisi common 
law, juri (jury) yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara 
yang sedang diadili.39 
Menurut KUHAP dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 disebutkan bahwa putusan 
pengadilan adalah: 
Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hakum dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.40 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai 
kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.  
2. Jenis-Jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP,pada dasarnya putusan 
Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :41  
1. Putusan yang bukan putusan akhir  
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan 
putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) 
KUHAP, yakni:  
                                                             
39M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim (Cet. I; Yogyakarta: UII PressYogyakarta, 
2014), h. 14  
40Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
Bandung: Citra Umbara, 2013. 
41Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan ( Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013 ), h. 218.  
 Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau 
penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan 
Penuntut Umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :  
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk 
mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan 
Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi 
hukum. Karena tidak memenhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b 
KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 
ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak 
dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP 
disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara 
hukum perdata dan sebagainya.  
2. Putusan akhir  
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan 
merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah 
majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai 
diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa :  
1) Putusan bebas  
Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:  
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.  
 Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud:  
Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 
dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.  
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum  
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam 
ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:  
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum.  
Apabila dikonsulsikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada 
ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi 
jika :  
a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang 
didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 
perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana  
b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh 
kuasa yang berhak untuk itu.  
3. Putusan pemidanaan  
Putusan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa 
karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan  itu.42 Pada dasarnya 
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 putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu: “jika 
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhka pidana”. 
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, 
karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh 
karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu 
perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana 
serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih 
cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan 
memutuskan suatu perkara dengan adil.  
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d 
KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang 
menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.  
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan 
KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat 
dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib 
mempertimbangkan hal-hal berikut:43 
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 1. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana;  
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;  
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.  
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana 
terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan non 
yuridis. 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-
undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:44 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
b. Keterangan Terdakwa dan saksi 
c. Barang-barang Bukti 
d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
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 Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai 
dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ dictum putusan hakim. Fakta- 
fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula 
diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 
barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.  
Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek 
teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.  
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan atau memberatkan 
terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap 
terdakwa, KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan 
pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), residive atau 
recidivis atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atausamenloop 
(pasal 65 dan 66 KUHP), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana adalah 
terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi, 
baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.  
2. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan 
putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologis). Kepastian 
 hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang 
diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun 
dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan 
kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan 
mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim 
didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang 
ada. 
Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :45 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Keseluruhan dari pertimbangan tersebut, baik pertimbangan yuridis maupun 
pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai 
peraturan hukum acara KUHAP sekalipun  menyebutkan adanya pertimbangan, 
namun penyebutannya hanya garis besarnya saja. Seperti disebutkan pada Pasal 197 
(1) sub d bahwa putusan pemidanaan memuat: pertimbangan yang disusun secara 
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 ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemerikasaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.  
Meskipun hanya disebutkan demikian, apa yang dimaksudkan fakta dan 
keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis 
maupun faka nonyuridis, sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
nonyuridis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Berdasarkan masalah tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.46 
Sedangkan untuk lokasi penelittian penulis memilih lokasi yang bertempat di 
Kabupaten Gowa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
yang telah mengadili tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan dengan 
Nomor 114/Pid.B/2016/PN.SGM. 
B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 
teologi normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan 
pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang 
berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Sedangkan pendekatan teologi normatif 
dimaksudkan sebagai pendekatan yang didasarkan pada hukum islam. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni; 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.47 
Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya 
yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menjadi informan. 
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 b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan 
peraturan perundang-undangan yang berkenang dengan pokok 
permasalahan yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode Penguumpulan data yang digunakan dalam peneliitian ini yaitu: 
a. Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka 
(face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden.48 Dalam 
hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang menangani kasus pemalsuan surat keterangan 
kewarisan. 
b. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara 
melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.49 Peneliti 
melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 
c. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, 
surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang 
diperlukan.50 Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-
dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan pokok pembahasan. 
                                                             
48Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82. 
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 Dan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen tentang pemalsuan 
surat keterangan kewarisan seperti putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk 
mengumpulkan data dan instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu 
peneliti sendiri.51 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kedudukan peneliti 
yaitu sebagai instrumen utama. Dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran 
manusia dalam pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang 
digunakan pedoman wawancara, dokumentasi, alat perekam dan alat tulis yang 
dianggap relevan dengan penelitian ini. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpul kemudian diolah dengan cara: 
1. Editing yaitu meneliti kembali  kelengkapan data yang diperoleh, apabila 
masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan 
melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan, Selain itu juga 
melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang 
diperoleh. 
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap 
pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 
3. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 
bahasan yang telah ditentukan. 
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 b. Analisis Data 
Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca mereview data 
(catatan observasi, transkip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola 
yang muncul.52 Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi 
putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang pemalsuan surat kewarisan, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur 
lainnya yang berkaitan dengan masalah pemalsuan surat. 
Setelah hal tersebut tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-
data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan 
informan yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan 
penyusunan data secara sistematis serta menguraikan dengan kalimat yang teratur 
dengan ditarik sebuah kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh 
di lapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertangguungjawabkan. Dalam  
ppenelitian ini, penggujian keaabsahan data dilakukan dengan teknik tiangulasi. 
Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu dan  jenis data 
(misalnya, lembar observasi dan transkip wawancara ) dalam deskripsi dan tema-tema 
dalam penelitian kualitatif.53 Teknik triangulasi triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. 
Teknik tirangulasi dalam penelittian ini dilakukan dengan cara membandingkan data 
dari hasil wawancara dengan hasil observasi, hasil observasi dengan hasil 
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 dokumentasi, serta hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan 
tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 
KETERANGAN KEWARISAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan pengadilan yang bertempat di 
Kabupaten Gowa dan telah mengadili tindak pidana pemalsuan surat keterangan 
kewarisan dengan Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Sgm. Untuk mengetahui gambaran 
umum Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka berdasarkan hasil wawancara dengan 
Penitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu Abd. Latif 
menyarankan untuk membuka website Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga 
hasil yang didapatkan sebagaimana berikut ini: 
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di 
sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 1964 setelah keluar 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 
7 menjadi Undang-Undang Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah 
Agung. Kemudian Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara 
 di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. 
Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya 
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar. 
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor 
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan 
Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan 
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-
Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah 
Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan 
Makassar sampai dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak 
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung 
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan 
Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri 
Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri 
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari 
 Kelas II menjadi Kelas. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir 
Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005. Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dari masa ke masa yaitu :54 
a. Abdul Madjid, SH.MH dari tahun 1964 sampai 1971 
b. M. Siringo Ringo dari tahun 1971 sampai 1980 
c. Mannan Rahman, SH dari tahun 1980 sampai 1986 
d. I Ketut Galung Astika, SH dari tahun1986 sampai 1990 
e. Marsoedi Tjokro Waskito, SH dari tahun1990 sampai 1993 
f. H. M Arsyad Sanusi dari tahun 1993 sampai 1996 
g. Muhammad, SH dari tahun 1996 sampai 1998 
h. Andi Norma, SH dari tahun 1998 sampai 1999 
i. H.A.Muh. Yunus P, SH dari tahun 1999 sampai 2004 
j. H. Lexsy Mamonto, SH, MH dari tahun 2005 sampai 2007 
k. Agus Budiarto, SH, MH dari tahun 2007 sampai 2008 
l. Andi Isna Renishwari Cinrapole, SH dari tahun 2008 sampai 2011 
m. Ennid Hasanuddin, SH, CN, M.HUM dari tahun 2011 sampai 2012 
n. Herdi Agusten, SH, M.HUM dari tahun 2012 sampai 2013 
o. Tahsin, SH. MH dari tahun 2013 sampai 2014 
p. H. Minanoer Rachman, SH. MH dari tahun 2014 sampai 2016 
q. Mochammad Djoenaidie, SH, MH dari tahun 2016 sampai sekarang 
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 Kemudian untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi 
wilayah administratif  Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.  
Adapun 18 kecamatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa diantaranya: 
1) Kecamatan Somba Opu 
2) Kecamatan Pallangga 
3) Kecamatan Barombong 
4) Kecamatan Bajeng 
5) Kecamatan Bajeng Barat 
6) Kecamatan Bontonompo 
7) Kecamatan Bontomarannu 
8) Kecamatan Pattallang 
9) Kecamatan Bontonompo Selatan 
10) Kecamatan Parangloe 
11) Kecamatan Manuju 
12) Kecamatan Tinggimoncong 
13) Kecamatan Tombolopao 
14) Kecamatan Tompobulu 
15) Kecamtan Biringbulu 
16) Kecamatan Bungaya 
17) Kecamatan Bontolempangan 
18) Kecamatan Parigi 
 
 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri sungguminasa adalah sebagai 
berikut: 
a. Visi 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 
b. Misi: 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
F. Aturan Hukum yang Mengatur tentang Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 
macam kejahatan pemalsuan surat yang diantaranya sebagai berikut:  
1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 
KUHP) 
Pasal 263 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau perbebasan hutang, atau 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan 
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 
tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian.” 
 Pasal 263 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur mengenai pelarangan untuk  
membuat surat palsu  dan memalsukan surat. Perbuatan memalsukan surat ini 
dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak dalam suatu surat 
atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai 
isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar 
ataupun sesuatu yang benar,  perubahan isi yang tidak benar menjadi benar 
merupakan  pemalsuan surat. Sedangkan pada Pasal 263 ayat 2 KUHP melarang 
perbuatan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 
Dalam Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
(1) Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun, jika dilakukan terhadap:  
1. Akta-akta otentik;  
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 
ataupun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 
perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;  
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk diedarkan;  
(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.  
Pada Pasal  tersebut yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat 
terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu menjadi objek kejahatan 
adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran 
isinya. Pada surat-surat itu  mempunyai derajat kebenaran  yang lebih tinggi daripada 
surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar  terhadap 
kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberatnya 
 ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar 
terhadap isi surat-surat yang demikian yang dianggap membahayakan kepentingan 
umum masyarakat yang lebih besar pula.  
 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266) 
Dalam Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian .” 
Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada Ayat 1 yang diancam 
hukuman ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak dan suatu perutangan, yang dapat membebaskan dari pada 
utang, dan yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan dapat 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Pada Ayat 2 yang diancam hukum ialah orang yang dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat 
dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268) 
1) Dokter Memberikan Surat Keterangan Sehat atau Penyakit Palsu (Pasal 267) 
Pasal 267 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu 
tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
 (2) Jika keterangan diberikan dengan makksud untuk memasukkan seseorang 
ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan 
pidana paling lama delapan tahun enam bulan. 
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran. 
 
2) Pemalsuan Surat Keterangan Dokter untuk menyesatkan Penguasa Umum 
atau Penanggung (Pasal 268) 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan doktter 
tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan 
maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Diancam dengan  pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang 
sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, solah-
olah surat itu benar dan tidak dipalsu..   
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271) 
1) Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan lain-lain 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat  surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda 
berlakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan 
hati dan  pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama  satu 
tahun empat bulan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat 
pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. 
2) Pemalsuan surat jalan dan lain-lain 
Pasal 270 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat  jalan atau 
surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang 
diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin 
kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun 
barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama 
kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan 
maksud uuntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu 
seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan. 
 (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran. 
3) Pemalsuan surat bagi pengantar kerbau atau sapi ( Pasal 271) 
Pasal 271 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau 
atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan 
menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh  orangg lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran, diancam dengan pidana  penjara paliing lama dua tahun 
delapan bulan; 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sama, barangsiapa 
dengan sengaja memakai suratt yang palsu atau yang dipalsukan tersebut 
dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah 
isinya sesuai dengan kebenaran. 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274) 
Pasal 274 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat atau memalsukan surat keterangan seorang 
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak mmilik atau hal lainnya atas 
sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau 
penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian 
tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, 
memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak palsu. 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 
Pasal 275 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa yang menyimpan bahan attau benda yang diketahuinya bahwa 
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 
No. 2-5 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. 
Sedangkan untuk Pasal 265, Pasal 272, Pasal 273 telah dicabut melalui 
Stb.1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, 
melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa 
pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan 
surat. 
 Dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang memuat mengenai kejahatan 
pemalsuan  surat diatur pada Bab XII buku II KUHP pada  Pasal 263, Pasal 264, 
Pasal Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal  270, Pasal 271, Pasal 274, 
dan Pasal 275 yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap 
pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. 
Dalam Hukum Islam perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta 
(bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta 
yaitu tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atau di dalam surat yang 
dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya,stempel, identitasnya dan bahkan 
semua keterangan data yang ada di dalam surat tersebut. Di dalam al-Qur’an terdapat 
sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta. 
Sebagaimana Firman Allah swt.dalam QS al-Nahl/16:116 berikut ini.  
  ل ٰ ل  ح ا  ذ ٰ ھ  ب ذ كۡلٱ  م ك ت ن  سۡل أ  ف  ص ت ا  م ل ْاو لو ق ت  لْ  و   َّللٱ ى ل  ع ْاو  ر تۡف تِّل  ما  ر  ح ا ذ ٰ ھ  و
  نو  ح لۡف ي  لْ  ب ذ كۡلٱ  َّللٱ ى ل  ع  نو  ر تۡف ي  ني  ذَّلٱ َّن إ َۚ ب ذ  كۡلٱ ١١٦ 
Terjemahannya:  
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram",untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. 
Firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang melakukan 
perbuatan dusta dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan 
mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya berdasarkan pendapat dan 
hawa nafsunya saja. Allah mengancam orang-orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung di dunia maupun di  akhirat. 
 Sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku pemalsuan surat tidak diatur 
secara jelas dalam hukum Islam sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku 
pemalsuan surat yaitu diserahkan kepada penguasa atau ulil amri yaitu hukuman 
takzir berupa jilid. Pemberian hukuman jilid didasarkan pada kesesuaian hukuman 
yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khatab kepada Muan bin Zaidah yang telah 
melakukan pemalsuan stempel Baitul Mal. Takzir dalam bentuk hukuman jilid 
sebagaimana hadis dari Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 
berikut ini: 
  لْ  لو ق  ي  مَّل  س  و  هْي ل  ع  َّالل ىَّل  ص  َّالل  لو س  ر  ع  م س  هَّن أ ْي را  صْن لأْا ة  دْر ب ي ب أ ْن  ع
  اللا دْو د  ح ْن  م ٍّد  ح ي فَّلْ ا ٍطا  وْس أ  ة  ر ش  ع  قْو ف  د  ح أ  د لْج ي 
Artinya: 
Dari Abu Burdah al-Ansari r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah 
saw.bersabda: “seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, 
melainkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah”. 
Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak bolehnya menghukum dengan lebih 
dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah 
diharamkan oleh Allah. Maka keputusan hukuman takzir sepenuhnya diserahkan 
kepada hakim. Maka semua jenis kejahatan yang didalamnya tidak ada 
syari’at had dan kafarah maka hakim menghukum dengan memenjarakan atau 
dengan pukulan yang dilihat dapat mencegah terhadap perbuatan maksiat.  
 
 
 G. Penerapan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan 
Kewarisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
114/Pid.B/PN.SGM 
Dalam memutus suatu perkara hakim harus memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan. Oleh karena itu, sebelum penulis menguraikan bagaimana 
penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan 
kewaarisan dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Sgm, maka terlebih dahulu 
mengetahui posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Putusan pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN.SGM tentang sebuah kasus 
mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan yang di lakukan oleh 
Bahridah bin Barissallang yang pada tanggal 14 september 2013 sekitar Pukul 12.00 
Wita, bertempat di sebuah warnet yang terletak di Desa Jenetallasa Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa, telah melakukan suatu perbuatan menyuruh 
memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan 
kebenaran jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan para 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Berawal pada saat terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan 
dan  persetujuan terdakwa Bahriah Binti H Barisallang kemudian terdakwa Bahridah 
 Binti H Barisallang datang kewarnet untuk membuat surat keterangan kewarisan 
setelah selesai terdakwa Bahridah Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H 
Barisallang bersama Muh Arafah Bin H Barisallang menandatangani surat keterangan 
kewarisan kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa 
Jenetallasa dengan membawa surat keterangan kewarisan yang telah ditanda tangani 
para terdakwa yang isi surat keterangan kewarisan yang menerangkan dengan 
sesungguhnya bahwa Almarhum H Barisallang dari perkawinannya dengan St 
Rosdiyah (Almarhumah) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 
1. Bahriah binti H Barisallang 
2. Bahridah Binti H Barisallang 
3. Muh Arafah Bin H Barisallang 
Yang isinya menerangkan sebagai berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak 
tersebut adalah satu satunya ahli waris dari Almarhum H Barisallang, Bila ternyata 
dikemudian hari surat keterangan ternyata dikemudian hari surat keterangan itu tidak 
benar maka kami para ahli waris bersedia dituntut . Bahwa keterangan para terdakwa 
dalam surat keterangan kewarisan tidak benar namun yang sebenarnya ahli waris dari 
Almarhum bersaudara ada 6 (enam) termasuk saksi Bahctiar Bin H Barisallang. 
Surat keterangan kewarisan tersebut dipergunakan untuk mengambil BPKB 
Mobil Avanza warna hitam metalik DD 870 OC atas nama Hj ST Rosdiyah di Astra 
Sedaya Finance setelah mengambil BPKB Mobil kemudian atas kesepakatan para 
terdakwa , kermudian mobil tersebut dijual dan hasil penjualan mobil Avanza para 
terdakwa mendapat bagian. Atas kejadian tersebut saksi Bahtiar Bin H Barisallang 
yang juga anaak dari Hj ST Rosdiyah merasa keberatan, karena masih termasuk ahli 
waris.  
 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan 
Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
114/Pid.Sus/2016/PN Sgm dan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara 
Pemeriksaan Biasa tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor : B-
119/R.4.14/Ep.1/05/2016, telah didakwa sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa Bahridah Binti H Barisallang yang  melakukan atau yang 
menyuruh melakukan atau yang turut  melakukan  perbuatan bersama  Bahriah Binti 
H Barisallang bersama Muh Arafah Bin H Barisallang pada hari yang tidak dapat 
ditentukan lagi pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau pada 
waktu lain dalam bulan September tahun  2013 bertempat di sebuah warnet  yang 
terletak di Desa  Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara ini ,menyuruh  memasukkan keterangan palsu kedalam suatu 
akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah 
olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan 
kerugian yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa ia terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan 
persetujuan terdakwa Bahriah Binti H Barisallang kemudian terdakwa Bahridah Binti 
H Barisallang datang kewarnet untuk membuat surat keterangan kewarisan  setelah 
selesai terdakwa Bahridah Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang 
bersama Muh Arafah Bin H Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan 
kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa 
 Jenetallasa dengan membawa surat keterangan kewarisan yang telah ditanda tangani 
para terdakwa yang isi surat keterangan kewarisan yang menerangkan dengan 
sesungguhnya bahwa Almarhum H Barisallang dari perkawinannya dengan St 
Rosdiyah (Almarhumah) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 
1. Bahriah binti H Barisallang 
2. Bahridah Binti H Barisallang 
3. Muh Arafah Bin H Barisallang 
Yang isinya menerangkan sebagai berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak 
tersebut adalah satu satunya ahli waris dari Almarhum H Barisallang , Bila ternyata 
dikemudian hari surat keterangan ternyata dikemudian hari surat keterangan itu tidak 
benar maka kami para ahli waris bersedia dituntut . 
Bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada 6 (enam) 
termasuk saksi Bahctiar Bin H Barisallang. 
Bahwa setelah surat keterangan kewarisan selesai dibuat kemudian para 
terdakwa menandatangani selanjutnya surat keterangan kewarisan dipergunakan 
untuk mengambil BPKB Mobil Avanza warna hitam metalik DD 870 OC atas nama 
Hj ST Rosdiyah di Astra Sedaya Finance setelah mengambil BPKB Mobil kemudian 
atas kesepakatan para terdakwa , kermudian mobil tersebut dijual dan hasil penjualan 
mobil Avanza para terdakwa mendapat bagian. 
Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi Bahtiar Bin H Barisallang merasa 
keberatan, karena masih termasuk ahli waris. Perbuatan para terdakwa merupakan 
tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP 
 3. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
yang dilakukan oleh para terdakwa , maka Penuntut Umum mengajukan kepada 
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
agar memutuskan antara lain sebagai berikut :  
1. Menyatakan terdakwa I. Bahridah Binti H. Barisallang dan terdakwa II. 
Bahriah Binti H. Barisallang dan terdakwa III. Muh. Arafah Bin H. 
Barisallang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ memberikan 
keterangan palsu” sebagaimana surat dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP 
Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I. Bahridah Binti H. 
Barisallang dan terdakwa II. Bahriah Binti H. Barisallang dan terdakwa 
III. Muh. Arafah Bin H. Barisallang, masing-masing dengan pidana 
penjara selama 4 ( empat ) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan 
lamanya para terdakwa di tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap 
ditahan; 
3. Meneapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan; 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Para 
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi; 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 
a. Saksi Bachtiar Bin H. Barisallang 
1) Bahwa permasalahnnya karena kasus memberikan keterangan Palsu atau 
pemalsuan surat; 
2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 
12.00 Wita bertempat di sebuah Warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
3) Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah saudara kandung saksi 
sendiri yaitu terdakwa Badriah, terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. Arafah, 
sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan surat yang dipalsukan 
yaitu surat kewarisan, yang mana nama saksi tidak dicantumkan dalam ahli waris; 
4) Bahwa saksi bersaudara, ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang telah 
meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, Bahridah, Bacthiar 
(saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah; 
5) Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan para terdakwa membuat surat kewarisan 
tersebut; 
6) Bahwa sebelum surat kewarisan tersebut dibuat, para terdakwa tidak pernah 
menyampaikan atau memperlihatkan bahwa mereka ingin membuat surat 
kewarisan tersebut; 
7) Bahwa saksi baru mengetahuinya dan melihat surat kuasa tersebut di astra 
pembiayaan gowa dan nama yang dimasukkan didalam surat kewarisan tersebut 
hanya ada 3 (tiga) orang saja sedangkan kami bersaudara ada 5 (lima) orang;  
 8) Bahwa setelah kejadian ini saksi sudah tidak lagi mempunyai rasa marah, benci 
maupun kecewa karena saksi telah memaafkan para terdakwa;  
9) Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;  
b. Saksi Dra. Hj. Kamsinah,M.M, 
1) Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah terdakwa Badriah, 
terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. Arafah, sedangkan yang menjadi 
korbannya adalah Bachtiar bin H. Barisallang, yang mana dalam surat yang 
dipalsukan yaitu surat kewarisan, namanya tidak dicantumkan dalam ahli waris;   
2) Bahwa baru mengetahui setelah nama saksi dan nama Kepala desa Pallangga 
dimasukkan dikoran atau surat kabar; Bahwa pada saat itu jabatan saksi 
menandatangani surat keterangan ahli waris adalah Kepala Kantor Camat 
Palangga;  
3) Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada saat para terdakwa mendatangi kantor 
camat Pallangga, saksi tidak pernah bertemu karena yang membawakan surat 
keterangan ahli waris untuk ditanda tangani adalah staf saksi; Bahwa saksi baru 
mengetahuinya pada saat Kepala desa menyerahkan berkas kepada saksi;  
4) Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar; 
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Keterangan Terdakwa 1. Bahridah Binti H. Barisallang:  
Bahwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena saksi memberikan 
keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi Bachtiar Bin H. 
Barisallang; 
 Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2013 sekitar 
jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
Bahwa Terdakwa gunakan surat keterangan ahli waris tersebut untuk 
mengambil BPKB Mobil Avanza atas nama Ibu para Terdakwa yang telah 
meninggal; jumlah keseluruhan saudara terdakwa berjumlah 8 (Delapan) orang 
Namun 3 (Tiga) orang telah meninggal dunia; 
Bahwa setelah surat pemalsuan tersebut dibuat, terlebih dahulu terdakwa 
membaca seluruh isinya sebelum menadatangani; 
Bahwa terdakwa membacanya menerima semua konsekuensi dari apa yang 
telah saya perbuat. 
2. Keterangan Terdakwa 2. Bahriah Binti H. Barisallang: 
Bahwa terdakwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena Kasus 
memberikan keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi 
Bachtiar Bin H. Barisallang;  
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 14 September 
2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa 
Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
Bahwa peranan saksi dalam pemalsuan surat tersebut, hanya bertanda tangan 
saja pada surat keterangan ahli waris; 
Bahwa yang membuat Surat keterangan ahli waris tersebut adalah terdakwa 
Bahridah, dia membuatnya di salah satu warnet di Desa Je’netallasa Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa; 
 Bahwa sebabnya karena kami mau mengeluarkan BPKB Mobil avanza, untuk 
kami jual seharga Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan hasil dari 
penjualan tersebut kami gunakan untuk melunasi cicilan mobil dan sisanya kami bagi 
5 (Lima);  
Bahwa sisa uang dari penjualan mobil avanza adalah Rp50.000.000,- (Lima 
puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi 5 (Lima) yaitu perorangnya sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 
3. Keterangan Terdakwa 3. Muh. Arafah Bin H. Barisallang: 
Bahwa terdakwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena Kasus 
memberikan keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi 
Bachtiar Bin H. Barisallang; 
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 14 September 
2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa 
Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
Bahwa saksi menandatanganinya dirumah dan terdakwa Bahridah yang 
membawakannya; 
Bahwa selama kami dipenjara, saksi I Bachtiar beserta istrinya sering datang 
untuk menjeguk kami dan sudah saling memaafkan; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 
berikut: - 1(satu) lembar tanda terima BPKB; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
Bahwa benar permasalahnnya karena kasus memberikan keterangan Palsu 
atau pemalsuan surat; 
 Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2013 
sekitar jam 12.00 Wita bertempat di sebuah Warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah saudara kandung 
saksi sendiri yaitu terdakwa Badriah, terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. Arafah, 
sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Bachtiar dan surat yang dipalsukan 
yaitu surat kewarisan, yang mana nama saksi Bactiar tidak dicantumkan dalam ahli 
waris; 
Bahwa saksi Bachtiar bersaudara, ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang 
telah meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, Bahridah, Bacthiar 
(saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah;  
Bahwa sebelum surat kewarisan tersebut dibuat, para terdakwa tidak pernah 
menyampaikan atau memperlihatkan bahwa mereka ingin membuat surat kewarisan 
tersebut kepada saudaranya yang lain; 
Bahwa para terdakwa mempergunakannya untuk menjual mobil Avanza yang 
BPKBnya atas nama ibunya; 
Bahwa setelah kejadian ini saksi Bachtiar sudah memaafkan para terdakwa 
dan sudah berdamai; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
 1. Barang siapa 
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suat akta otentik 
3. mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu; 
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
akta 
5. itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; 
6. Dilakukan secara bersama-sama; 
A.d. 1. Unsur “barang siapa” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” artinya pelaku atau 
subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan 
pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan para 
terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta 
keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud 
oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka 
dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum; 
Ad.2. Unsur ” menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suat akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu” 
Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa terdakwa Bahridah Binti H 
Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang dan Muh Arafah Bin H Barisallang, 
pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di sebuah warnet 
yang terletak di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, bahwa 
terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan persetujuan terdakwa 
 Bahriah Binti H Barisallang kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang datang 
kewarnet untuk membuat surat keterangan kewarisan setelah selesai terdakwa 
Bahridah Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang bersama Muh 
Arafah Bin H Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan kemudian 
terdakwa Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa Jenetallasa dengan 
membawa surat keterangan kewarisan yang telah ditanda tangani para terdakwa yang 
isi surat keterangan kewarisan yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 
Almarhum H Barisallang dari perkawinannya dengan St. Rosdiyah (Almarhumah) 
telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Bahriah binti H Barisallang, Bahridah 
Binti H Barisallang, Muh Arafah Bin H.Barisallang, yang isinya menerangkan 
sebagai berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu satunya ahli waris 
dari Almarhum H.Barisallang, bila ternyata dikemudian hari surat keterangan ternyata 
dikemudian hari surat keterangan itu tidak benar maka kami para ahli waris bersedia 
dituntut, bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada 8 (delapan) 
orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu 
Bahriah, Bahridah, Bacthiar (saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah; 
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi menurut hukum; 
Ad. 3.Unsur ’’dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran’’ 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa 
Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan persetujuan terdakwa Bahriah 
Binti H Barisallang kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang datang 
 kewarnet untuk membuat surat keterangan kewarisan setelah selesai terdakwa 
Bahridah Binti 
H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang bersama Muh Arafah Bin H 
Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan kemudian terdakwa 
Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa Jenetallasa dengan membawa 
surat keterangan kewarisan yang telah ditanda tangani para terdakwa yang isi surat 
keterangan kewarisan yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Almarhum 
H.Barisallang dari perkawinannya dengan St. Rosdiyah (Almarhumah) telah 
melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Bahriah binti H Barisallang, Bahridah Binti 
H.Barisallang, Muh Arafah Bin H Barisallang, yang isinya menerangkan sebagai 
berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu satunya ahli waris dari 
Almarhum H Barisallang, bila ternyata dikemudian hari surat keterangan ternyata 
dikemudian hari surat keterangan itu tidak benar maka kami para ahli waris bersedia 
dituntut, bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada saksi 
bersaudara ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia 
sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, Bahridah, Bacthiar (saksi sendiri), Nur 
Asih dan M. Arafah, bahwa setelah surat keterangan kewarisan selesai dibuat 
kemudian para terdakwa menandatangani selanjutnya surat keterangan kewarisan 
dipergunakan untuk mengambil BPKB Mobil Avanza warna hitam metalik DD 870 
OC atas nama Hj. ST. Rosdiyah di Astra Sedaya Finance setelah mengambil BPKB 
Mobil kemudian atas kesepakatan para terdakwa, kermudian mobil tersebut dijual dan 
hasil penjualan mobil Avanza para terdakwa mendapat bagian;  
 Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini tersebut 
telah terpenuhi menurut hukum; 
Ad. 4. Unsur ”dilakukan secara bersama-sama” 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Bahridah 
Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang dan Muh Arafah Bin H 
Barisallang, pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di 
sebuah warnet yang terletak di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa, bahwa terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan 
persetujuan terdakwa Bahriah Binti H.Barisallang kemudian terdakwa Bahridah Binti 
H Barisallang datang kewarnet untuk membuat surat keterangan kewarisan setelah 
selesai terdakwa Bahridah Binti H.Barisallang bersama Bahriah Binti .Barisallang 
bersama Muh Arafah Bin H.Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan 
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini 
tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan 
pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan; 
Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa oleh 
karena itu haruslah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;  
 Menimbang bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya maka haruslah terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang 
telah dilakukannya menurut ketentuan hukum yang mengaturnya;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut: 
Hal - hal yang memberatkan: 
Perbuatan para terdakwa merugikan saudara lainnya yang punya hak; 
Hal – hal yang meringankan: 
1. Para Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya; 
3. Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dengan saudaranya yang 
lain; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para 
terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam 
amar putusan ini; 
 Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka 
terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar Putusan ini; 
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang 
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam 
putusan ini; 
5. Amar Putusan 
Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 
KUHP,Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan 
Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa 1. Bahridah Binti H. Barisallang, Terdakwa 2. 
Bahriah Binti H. Barisallang, Terdakwa 3. Muh. Arafah Bin H. 
Barisallang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana ”menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik 
yang dilakukan secara bersama - sama ” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa 
masing –masing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar tanda terima BPKB, dikembalikan kepada yang berhak; 
 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam perkara ini masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat 
diketahui bahwa kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan 
dilakukan secara bersama-sama oleh Bahridah, Bahriah dan Muh.Arafah dengan 
memasukkan keterangan yang tidak benar dalam isi surat yang menuliskan bahwa 
almarhum H.Barissallang dari perkawinannya dengan almarhum St. Rosdiayah hanya 
memiliki 3(tiga) orang anak dan berhak dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris. 
Akan tetapi keterangan yang sebenarnya adalah almarhum Barisallang mempunyai 6 
(enam) ahli waris termasuk saksi Bahctiar. Kemudian surat keterangan tersebut 
digunakan untuk mengambil BPKB mobil Avanza yang atas nama St. Rosdiayah dan 
kemudian dijual dan hasil dari penjualan itu para terdakwa mendapat bagian masing-
masing. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bahtiar merasa keberatan 
karena masih termasuk ahli waris. 
Surat keterangan kewarisan merupakan akta otentik yang apabila mengandung 
ketidakbenaran atau palsu maka perbuatan memasukkan keterangan yang tidak benar 
terhadap isi surat tersebut akan dikenakan Pasal pemalsuan surat sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 263 sampai 276 KUHP.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yaitu Elly Sartika Achmad bahwa Pasal yang dikenakan 
kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat merupakan wewenang penyidik dalam 
 memeriksa laporan-laporan terkait pemalsuan surat yang terjadi dengan melihat 
kecocokan antara perbuatan pelaku dengan Pasal pemalsuan surat tersebut.55  
Di dalam dakwaan penuntut umum yang berupa dakwaan tunggal berisikan 
satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada para terdakwa, yakni 
melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, dan untuk 
membuktikan dakwaan tersebut maka penuntut umum mengajukan alat bukti berupa: 
1. Keterangan saksi dibawah sumpah 
2. Keterangan terdakwa 
3. Barang bukti 
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan keyakinan 
hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang 
sah. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain antara 
keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum ditambah 
dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur 
perbuatan yang telah dilakukannya, maka penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pemalsuan surat keterangan kewarisan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam  
rumusan delik yaitu unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 
1 KUHP. 
Rumusan Pasal 266 Ayat (1) KUHP: 
(1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
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 pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
Pasal 266 Ayat (1) KUHP terdapat dua unsur sebagai berikut: 
1. Unsur objektif yang  terdiri dari perbuatan menyuruh memasukkan ke 
dalam akta autentik, keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu. 
2. Unsur Subjektif adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. 
Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengandung unsur yang  dilakukan secara 
bersama-sama. Sehingga dalam tuntutan penuntut umum menuntut 4 (empat) bulan 
penjara dan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara. 
Tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu 
perkara. Terhadap perkara putusan No. 114/Pid.B/2016/PN.SGM Majelis Hakim 
sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari 
aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan 
merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-
unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai 
dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar 
putusan Majelis Hakim.  
Putusan Hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak 
termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku 
kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh 
 Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan, melainkan 
yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga 
putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.  
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara tersebut adalah :  
1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam dalam dakwaan pertama Pasal Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 
55 ayat (1) Ke-1 KUHP 
2. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, atas pertanyaan majelis terdakwa menyatakan mengerti 
dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut 
3. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya; 
4. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan 
keterangan dibawah sumpah  
5. Hakim mempertimbangkan karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang di pandang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut :  
a. Hal-hal yang memberatkan: 
Perbuatan para terdakwa merugikan saudara lainnya yang punya hak; 
b. Hal-hal yang meringankan: 
 1. Para Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya; 
3. Para terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dengan 
saudaranya yang lain; 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian 
diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam 
mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak 
ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian para terdakwa 
adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh 
karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan dalam amar 
putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik yang dilakukan 
secara bersama-sama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP 
Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 
(tiga) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa. 
Menurut Elly Sartika Achmad bahwa pada perkara tersebut putusan yang 
dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi 
diri para terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan.56 
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 Terhadap putusan tersebut terdapat hal-hal yang meringankan pada diri 
terdakwa yang salah satunya sudah saling memaafkan dan berdamai, maka hal ini 
juga dibolehkan dalam Hukum Islam karena merupakan sebab hapusnya hukuman 
takzir, tetapi tidak menghapus seluruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.; 
 .ملسم هاور ْم ھ ت ئْي  س  م او  ز  و ا  خ ت  و ْم ھ ن  س ا  ح  م ْن  م او ل بْق  ا 
Artinya: 
“Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya”.( HR. Muslim) 
Tindak pidana pemalsuan surat tidak ditentukan secara jelas mengenai sanksi 
hukumnya dalam Hukum Islam sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para 
terdakwa termasuk dalam jarimah takzir. Jarimah takzir merupakan tindakan edukatif 
terhadap perbuatan dosa yang tidak ada had ataupun kafaratnya yang hukumannya 
ditetapkan oleh hakim. Hukuman takzir tersebut bertujuan mencegah yang 
bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat bersangkutan menjadi 
jera atau berhenti dari melakukan perbuatan jahat.  
Pada putusan Pengadilan Sungguminasa No. 114/Pid.B/2016/PN.Sgm para 
terdakwa dihukum dengan hukuman penjara yang sesuai dengan hukuman takzir 
yang disebut al-habsu yang artinya menahan. Hukuman penjara ini dapat menjadi 
hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman 
pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum. 
Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi 
pelaku jarimah takzir. Hukuman diancamkan kepada setiap seseorang pembuat 
jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga memberi 
pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada 
jarimah takzir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling 
 terpenting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Pertimbangan hakim 
dalam hukum pidana Islam sudah benar yaitu terdakwa dikenai hukuman kurungan 
atau dipenjarakan yang dijelaskan dalam jarimah takzir. 
Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut 
sudah banyak terjadi di masyarakat, sehingga hukuman harus di maksimalkan agar 
dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak kejahatan pemalsuan 
surat khususnya surat keterangan kewarisan, dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. 
Penerapan hukuman takzir pada tindak pidana pemalsuan surat keterangan 
kewarisan pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah sesuai jika diterapkan 
dalam konteks pidana islam, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan dan 
besar kecilnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai 
dengan dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Aturan mengenai kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II 
KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276 yang ancaman pidananya maksimal enam 
tahun penjara terhadap pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun 
terhadap surat-surat otentik. Dalam Hukum Islam tindak pidana pemalsuan 
surat merupakan perbuatan dusta yang sanksinya berupa sanksi takzir 
berbentuk hukuman jilid. 
2. Penerapan hukum pada kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan 
kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa no. 
114/Pid.B/2016/PN.SGM yang didasarkan pada fakta-fakta hukum alat-alat 
bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 
dan tuntutan jaksa, yang dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal 
yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa 
menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi 
selama terdakwa ditahan sementara. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat 
keterangan kewarisan dalam putusan no. 114/Pid.B/2016/PN.SGM sudah 
tepat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan 
yaitu kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
barang bukti yang diajukan di persidangan dan faktor-faktor relevan dengan 
 hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka implikasi dari bab akhir 
skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Jika ingin membuat suatu surat autentik seperti surat keterangan kewarisan 
hendaknya memperhatikan akibat hukum yang akan ditimbulkan jika surat 
tersebut mengandung ketidakbenaran. 
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat 
memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari 
dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana 
pemalsuan surat keterangan kewarisan akan dikenakan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
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 PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Apakah menurut Bapak/ibu tindak pemalsuan surat merupakan suatu 
kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa ? 
2. Apa yang menjadi faktor pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan 
surat keterangan kewarisan sebagaimana yang ada pada perkara no. 
114/Pid.B/2016/PN.SGM? 
3.  Hal apa saja yang menjadi petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara ? 
4. Bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan surat? 
5. Mengapa dalam Pasal 266 ayat ( 1 ) KUHP, tindak pidana pemalsuan surat 
dikenai pidana penjara paling lama 7 tahun, akan tetapi pada putusan perkara 
No. 114/Pid.B/2016/PN.SGM, hanya mendapatkan tuntutan selama 4 bulan 
penjara dan diputuskan 3 bulan penjara ? 
6. Apakah menurut bapak/ibu putusan yang dijatuhkan sudah mampu 
memberikan rasa keadilan bagi semua pihak ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Transkip Wawancara 
A. Pengantar 
Putusan Pengadilan Negeri  Sungguminasa Nomor: 114/Pid.B/PN.SGM 
merupakan putusan hakim yang didapatkan peneliti dari website mahkamah agung 
sebelum terjung meneliti. Untuk mengetahui keabsahan  data putusan tersebut, maka 
peneliti melakukan penelitian langsung pada pengadilan yang bersangkuan yaitu 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang 
jawaban atas pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai data dalam penelitian 
mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan 
Kewarisan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
114/Pid.B/PN.SGM). Oleh karena itu diharapkan kepada informan kiranya dalam 
menjawab pertanyaan dapat se-objektif mungkin. 
B. Informan 
Nama  : Elly Sartika Achmad, SH. 
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa  
C. Pertanyaan dan Jawaban 
1. Apakah menurut ibu tindak pemalsuan surat merupakan suatu kejahatan yang 
sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa ? 
Jawab: Kalau untuk mengetahui mengukur sering banyaknya  intensitasnya 
seharusnya di bagian data atau bagian pidana. 
2. Apa yang menjadi faktor pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan 
surat keterangan kewarisan sebagaimana yang ada pada perkara no. 
114/Pid.B/2016/PN.SGM? 
 Jawab: Faktor-faktornya itu ada pada dakwaan, didakwaan di jelaskan 
mengenai perbuatan- perbuatannya dan faktor yang ada pada kasus 
ini yaitu memalsukan surat keterangan kewarisan untuk mengambil 
BPKB mobil dengan  tujuan untuk kepentingan sendiri. 
3. Hal apa saja yang menjadi petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara ? 
Jawab: Tergantung kasusnya, kalau pemalsuan surat yang menjadi 
pertimbangankan apakah ia terbukti melakukan pemalsuan, 
motifnya itu apa,diajukanlah putusan yang dianggap adil bagi 
terdakwa atau pelaku maupun korban yang merasa telah dirugikan. 
4. Bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan surat? 
Jawab: Pasal Pemalsuan surat itu diatur di KUHPidana dari  Pasal 263 itu. 
5. Kenapa pada kasus pemalsuan surat tersebut dakwaan yang dijatuhkan itu 
Pasal 266? 
Jawab: Sesuai kasus yang terjadi artinya kalau setiap ada perkara yang 
masuk, ada laporan yang masuk itu kemudian penyidik dulu  yang pasang 
Pasal ini cocok tidak Pasal 263, 264 dengan unsur-unsurnya setelah diperiksa 
saksi, bukti-bukti, keterangan dari pelapor kalau tidak  ternyata mungkin 
inilah yang pas, begitu caranya untuk mengenakan Pasal pemalsuan surat 
dilihat dulu dari laporannya seperti apa kemudian saksinya bagaimana dan 
bukti-buktinya kalau misalnya tidak cocok diterapkan di  263, 264 jadi  Pasal 
266 yang cocok. 
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P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2016/PN Sgm
           DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan 
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai 
berikut dalam perkara Para Terdakwa :
Terdakwa 1
1. Nama lengkap : Bahridah Binti H. Barisallang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun 
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha Kalegowa Blok C 12 No. 9 Kel. Manggalli 
Kec.  Pallangga Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa Bahridah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 
Terdakwa Bahridah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 
Juni 2016 
Terdakwa Bahridah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 
tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 
Terdakwa 2
1. Nama lengkap : Bahriah Binti H. Barisallang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :  Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pelita Asri Blok D No. 8 RT. 001/RW 005 Desa  
Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa
1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Terdakwa Bahriah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016; 
Terdakwa Bahriah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 
Juni 2016; 
Terdakwa Bahriah Binti H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 
tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016; 
Terdakwa 3
1. Nama lengkap : Muh. Arafah Bin H. Barisallang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pelita Asri Blok D No 7 RT 001/RW 005 Desa 
Jenetallassa Kec. Pallangga Kab. Gowa BTN Pelita Asri 
Blok D No 7 RT 001/RW 005 Desa Jenetallasa Kec. 
Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
Terdakwa Muh. Arafah Bin H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016; 
Terdakwa Muh. Arafah Bin H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 
Juni 2016; 
Terdakwa Muh. Arafah Bin H. Barisallang ditahan dalam tahanan rutan oleh: 
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 
tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016; 
Para Terdakwa menghadap sendiri; 
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:  
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 114/
Pid.B/2016/PN Sgm tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis 
Hakim;
• Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN Sgm tanggal 16 Mei 
2016 tentang penetapan hari sidang;
• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta 
memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I.Bahridah Binti H. Barisallang dan Terdakwa II. Bahriah 
Binti H. Barisallang dan Terdakwa III. Muh Arafah Bin H. Barisallang, terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana "memberikan keterangan palsu" 
sebagaimana surat dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I Bahridah Binti H. 
Barisallang dan Terdakwa II. Bahriah Binti H. Barisallang dan Terdakwa III. 
Muh Arafah Bin H. Barisallang, masing-masing dengan pidana penjara selama 
4 (empat) bulan penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa 
di tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000,-  (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada 
pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/
permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa Bahridah Binti H Barisallang  yang  melakukan atau yang 
menyuruh melakukan atau yang turut  melakukan  perbuatan bersama  Bahriah Binti 
H Barisallang bersama Muh Arafah Bin H Barisallang pada hari yang tidak dapat 
ditentukan lagi pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau pada 
waktu lain dalam bulan September tahun  2013 bertempat di sebuah warnet  yang 
3
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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terletak di Desa  Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau  masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang  berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara ini ,menyuruh  memasukkan keterangan palsu kedalam suatu 
akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus  dinyatakan oleh akte 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh  orang lain  memakai akte itu  
seolah olah  keterangannya  sesuai dengan kebenaran , jika pemakaian itu dapat  
menimbulkan  kerugian yang  dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan 
persetujuan terdakwa Bahriah Binti H Barisallang  kemudian terdakwa Bahridah Binti 
H Barisallang  datang kewarnet  untuk membuat surat keterangan kewarisan  setelah 
selesai  terdakwa Bahridah Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang 
bersama Muh Arafah Bin H Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan 
kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa Jenetallasa  
dengan membawa surat keterangan kewarisan  yang telah ditanda tangani para  
terdakwa yang isi surat keterangan kewarisan yang  menerangkan dengan 
sesungguhnya bahwa Almarhum H Barisallang  dari perkawinannya dengan  St 
Rosdiyah (Almarhumah) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
1. Bahriah binti H Barisallang
2. Bahridah Binti H Barisallang
3. Muh Arafah Bin H Barisallang
        Yang isinya menerangkan sebagai berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak 
tersebut adalah  satu satunya ahli waris dari Almarhum H Barisallang, Bila 
ternyata dikemudian hari surat keterangan ternyata dikemudian hari surat 
keterangan itu tidak benar maka kami para ahli waris  bersedia dituntut .
        Bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada 6 
(enam)  termasuk saksi Bahctiar Bin H Barisallang 
        Bahwa setelah surat keterangan kewarisan selesai dibuat kemudian para 
terdakwa menandatangani selanjutnya surat keterangan kewarisan 
dipergunakan untuk mengambil BPKB Mobil Avanza warna hitam metalik DD 
870 OC  atas nama Hj ST Rosdiyah di Astra Sedaya Finance setelah 
mengambil BPKB Mobil kemudian atas kesepakatan para terdakwa , kermudian 
mobil tersebut dijual dan hasil penjualan mobil Avanza para terdakwa mendapat 
bagian.
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      Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi Bahtiar Bin H Barisallang merasa 
keberatan, karena masih termasuk ahli waris.
        Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Para 
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Bachtiar Bin H. Barisallang, dibawah sumpah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa permasalahnnya karena kasus memberikan keterangan Palsu atau 
pemalsuan surat;
• Bahwa peristiwa tersebut terjadi  pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 
12.00 Wita bertempat di sebuah Warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
• Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah saudara kandung 
saksi sendiri yaitu terdakwa Badriah, terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. 
Arafah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan surat 
yang dipalsukan yaitu surat kewarisan, yang mana nama saksi tidak 
dicantumkan dalam ahli waris;
• Bahwa saksi bersaudara, ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang telah 
meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, Bahridah, Bacthiar 
(saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah;
• Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan para terdakwa membuat surat kewarisan 
tersebut;
• Bahwa sebelum surat kewarisan tersebut dibuat, para terdakwa tidak pernah 
menyampaikan atau memperlihatkan bahwa mereka ingin membuat surat 
kewarisan tersebut;
• Bahwa saksi baru mengetahuinya dan melihat surat kuasa tersebut di astra 
pembiayaan gowa dan nama yang dimasukkan didalam surat kewarisan 
tersebut hanya ada 3 (tiga) orang saja sedangkan kami bersaudara ada 5 
(lima) orang;
• Bahwa para terdakwa mempergunakannya untuk menjual mobil Avanza yang 
BPKBnya atas nama ibu kami;
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• Bahwa setelah kejadian ini saksi sudah tidak lagi mempunyai rasa marah, 
benci maupun kecewa karena saksi telah memaafkan para terdakwa;
• Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;
1. Saksi Dra. Hj. Kamsinah., M.M, dibawah sumpah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi mengetahui mengapa sampai dihadapkan di muka persidangan ini 
karena Kasus memberikan keterangan palsu atau pemalsuan surat;
• Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah terdakwa Badriah, 
terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. Arafah, sedangkan yang menjadi korbannya 
adalah Bachtiar bin H. Barisallang, yang mana  dalam surat yang dipalsukan yaitu 
surat kewarisan, namanya tidak dicantumkan dalam ahli waris;
• Bahwa baru mengetahui setelah nama saksi dan nama Kepala desa Pallangga 
dimasukkan dikoran atau surat kabar;
• Bahwa pada saat itu jabatan saksi menandatangani surat keterangan ahli waris 
adalah Kepala Kantor Camat Palangga;
• Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada saat para terdakwa mendatangi kantor 
camat Pallangga, saksi tidak pernah bertemu karena yang membawakan surat 
keterangan ahli waris untuk ditanda tangani adalah staf saksi;
• Bahwa saksi baru mengetahuinya pada saat Kepala desa menyerahkan berkas 
kepada saksi;
• Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;
 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Keterangan Terdakwa 1. Bahridah Binti H. Barisallang:
• Bahwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena saksi memberikan 
keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi Bachtiar 
Bin H. Barisallang;
• Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 September 2013 sekitar 
jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
• Bahwa Terdakwa gunakan surat keterangan ahli waris tersebut untuk 
mengambil BPKB Mobil Avanza atas nama Ibu para Terdakwa yang telah 
meninggal;
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• Bahwa jumlah keseluruhan saudara terdakwa berjumlah 8 (Delapan) orang 
Namun 3 (Tiga) orang telah meninggal dunia;
• Bahwa setelah surat pemalsuan tersebut dibuat, terlebih dahulu terdakwa 
membaca seluruh isinya sebelum menadatangani;
• Bahwa terdakwa membacanya menerima semua konsekuensi dari apa yang 
telah saya perbuat.
Keterangan Terdakwa 2. Bahriah Binti H. Barisallang:
• Bahwa terdakwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena Kasus 
memberikan keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi 
Bachtiar Bin H. Barisallang;
• Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 14 September 2013 
sekitar jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
• Bahwa peranan  saksi  dalam pemalsuan  surat tersebut, hanya bertanda tangan  saja 
pada surat keterangan ahli waris;
• Bahwa yang membuat Surat keterangan ahli waris tersebut adalah terdakwa 
Bahridah, dia membuatnya di salah satu warnet di Desa Je’netallasa Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa;
• Bahwa sebabnya karena kami mau mengeluarkan BPKB Mobil avanza, untuk  kami 
jual seharga Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan hasil dari penjualan 
tersebut kami gunakan untuk melunasi cicilan mobil dan sisanya kami bagi 5 (Lima);
• Bahwa sisa uang dari penjualan mobil avanza adalah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta 
rupiah), yang kemudian dibagi 5 (Lima) yaitu perorangnya sebesar Rp.10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah);
3. Keterangan Terdakwa 3. Muh. Arafah Bin H. Barisallang:
• Bahwa terdakwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini karena Kasus 
memberikan keterangan palsu atau pemalsuan surat yang dilaporkan oleh saksi 
Bachtiar Bin H. Barisallang;
• Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 14 September 2013 
sekitar jam 12.00 Wita bertempat disebuah warnet yang terletak di Desa Je’netallasa 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
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• Bahwa saksi menandatanganinya dirumah dan terdakwa Bahridah yang 
membawakannya;
• Bahwa selama kami dipenjara, saksi I Bachtiar beserta istrinya sering datang untuk 
menjeguk kami dan sudah saling memaafkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 
berikut:
-  1(satu) lembar tanda terima BPKB;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
• Bahwa benar permasalahnnya karena kasus memberikan keterangan Palsu 
atau pemalsuan surat;
• Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi  pada tanggal 14 September 2013 
sekitar jam 12.00 Wita bertempat di sebuah Warnet yang terletak di Desa 
Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
• Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah saudara kandung 
saksi sendiri yaitu terdakwa Badriah, terdakwa Bahridah dan terdakwa Muh. 
Arafah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Bachtiar  dan surat 
yang dipalsukan yaitu surat kewarisan, yang mana nama saksi Bactiar tidak 
dicantumkan dalam ahli waris;
• Bahwa saksi Bachtiar bersaudara, ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) 
orang telah meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, 
Bahridah, Bacthiar (saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah;
• Bahwa sebelum surat kewarisan tersebut dibuat, para terdakwa tidak pernah 
menyampaikan atau memperlihatkan bahwa mereka ingin membuat surat 
kewarisan tersebut kepada saudaranya yang lain;
• Bahwa para terdakwa mempergunakannya untuk menjual mobil Avanza yang 
BPKBnya atas nama ibunya;
• Bahwa setelah kejadian ini saksi  Bachtiar sudah memaafkan para terdakwa 
dan sudah berdamai;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
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Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suat akta otentik 
mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Dilakukan secara bersama-sama;
A.d. 1. Unsur “barang siapa”
       Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” artinya pelaku atau 
subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan 
pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan para 
terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta 
keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud 
oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka 
dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut  telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Unsur ” menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suat akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu”
Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa  terdakwa Bahridah Binti H 
Barisallang bersama  Bahriah Binti H Barisallang dan  Muh Arafah Bin H Barisallang, 
pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di sebuah warnet  
yang terletak di Desa  Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, bahwa  
terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan persetujuan terdakwa 
Bahriah Binti H Barisallang  kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang  datang 
kewarnet  untuk membuat surat keterangan kewarisan  setelah selesai  terdakwa 
Bahridah Binti H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang bersama Muh 
Arafah Bin H Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan kemudian 
terdakwa Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa Jenetallasa  dengan 
membawa surat keterangan kewarisan  yang telah ditanda tangani para  terdakwa 
yang isi surat keterangan kewarisan yang  menerangkan dengan sesungguhnya 
bahwa Almarhum H Barisallang  dari perkawinannya dengan  St. Rosdiyah 
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(Almarhumah) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Bahriah binti H Barisallang, 
Bahridah Binti H Barisallang, Muh Arafah Bin H.Barisallang, yang isinya menerangkan 
sebagai berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah  satu satunya ahli waris 
dari Almarhum H.Barisallang, bila ternyata dikemudian hari surat keterangan ternyata 
dikemudian hari surat keterangan itu tidak benar maka kami para ahli waris  bersedia 
dituntut, bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada 8 (delapan) 
orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu 
Bahriah, Bahridah, Bacthiar (saksi sendiri), Nur Asih dan M. Arafah;
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi menurut hukum;
Ad. 3.Unsur ’’dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran’’
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa  terdakwa 
Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan persetujuan terdakwa Bahriah 
Binti H Barisallang  kemudian terdakwa Bahridah Binti H Barisallang  datang kewarnet  
untuk membuat surat keterangan kewarisan  setelah selesai  terdakwa Bahridah Binti 
H Barisallang bersama Bahriah Binti H Barisallang bersama Muh Arafah Bin H 
Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan kemudian terdakwa 
Bahridah Binti H Barisallang mendatangi Kantor Desa Jenetallasa  dengan membawa 
surat keterangan kewarisan  yang telah ditanda tangani para  terdakwa yang isi surat 
keterangan kewarisan yang  menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Almarhum 
H.Barisallang dari perkawinannya dengan St. Rosdiyah (Almarhumah) telah 
melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Bahriah binti H Barisallang, Bahridah Binti 
H.Barisallang, Muh Arafah Bin H Barisallang, yang isinya menerangkan sebagai 
berikut : kami ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah  satu satunya ahli waris dari 
Almarhum H Barisallang, bila ternyata dikemudian hari surat keterangan ternyata 
dikemudian hari surat keterangan itu tidak benar maka kami para ahli waris  bersedia 
dituntut, bahwa keterangan para terdakwa dalam surat keterangan kewarisan tidak 
benar namun yang sebenarnya ahli waris dari Almarhum bersaudara ada saksi 
bersaudara ada 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia 
sehingga sisa 5 (lima) orang yaitu Bahriah, Bahridah, Bacthiar (saksi sendiri), Nur 
Asih dan M. Arafah, bahwa setelah surat keterangan kewarisan selesai dibuat 
kemudian para terdakwa menandatangani selanjutnya surat  keterangan kewarisan 
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dipergunakan untuk mengambil BPKB Mobil Avanza warna hitam metalik DD 870 OC  
atas nama Hj. ST. Rosdiyah di Astra Sedaya Finance setelah mengambil BPKB Mobil 
kemudian atas kesepakatan para terdakwa, kermudian mobil tersebut dijual dan hasil 
penjualan mobil Avanza para terdakwa mendapat bagian;
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini 
tersebut telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 4. Unsur ”dilakukan secara bersama-sama”
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Bahridah 
Binti H Barisallang bersama  Bahriah Binti H Barisallang dan  Muh Arafah Bin H 
Barisallang, pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di 
sebuah warnet  yang terletak di Desa  Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa, bahwa  terdakwa Muh Arafah Bin H Barisallang atas kesepakatan dan 
persetujuan terdakwa Bahriah Binti H.Barisallang  kemudian terdakwa Bahridah Binti 
H Barisallang  datang kewarnet  untuk membuat surat keterangan kewarisan  setelah 
selesai  terdakwa Bahridah Binti H.Barisallang bersama Bahriah Binti H.Barisallang 
bersama Muh Arafah Bin H.Barisallang menandatangani surat keterangan kewarisan
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur  ini 
tersebut telah terpenuhi menurut hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, 
ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal  
dakwaan pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , sehingga 
Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa oleh 
karena itu haruslah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya maka haruslah terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang 
telah dilakukannya menurut ketentuan hukum yang mengaturnya; 
11
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan terlebih 
dahulu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut:
Hal - hal yang memberatkan: 
Perbuatan  para terdakwa merugikan saudara lainnya yang punya hak;
Hal – hal yang meringankan:
1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dengan saudaranya yang 
lain;
  Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan  terhadap 
diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para 
terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam 
amar putusan ini;
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka 
terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar Putusan ini;
  Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang 
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam 
putusan ini;
Mengingat pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, 
Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan 
Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa 1. Bahridah Binti H. Barisallang, Terdakwa 2. Bahriah Binti 
H. Barisallang, Terdakwa 3. Muh. Arafah Bin H. Barisallang, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyuruh menempatkan 
keterangan palsu kedalam surat autentik yang dilakukan secara bersama - sama ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing – 
masing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang  dijatuhkan;
4.   Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5.  Menetapkan barang bukti berupa:
      -  1 (satu) lembar tanda terima BPKB, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 
perkara ini masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh kami 
Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H dan Elly 
Sartika Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal  28 Juni 2016 oleh 
Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H dan Ibnu 
Rusydi, S.H, masing-masing  sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.Maharani Sri 
Yulianti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta 
dihadiri oleh A.Vickariaz Tabriah, S.H., Penuntut  Umum pada Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim Anggota,                   Hakim Ketua,
Amran S. Herman, S.H., M.H.                                         Ilham, S.H,M.H.
Elly Sartika Achmad, S.H.
Panitera Pengganti,
A. Maharani Sri Yulianti, S.H, M.H 
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